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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI SITURONDO
NOMW 0 TAIUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

FEMBERIAN LHN USAHA JASA KONSTRLUKSI (1LLIK)

M KARLPATEMN SITUBOGNTDH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

N}

BUPATI SETUBONDAO,

bahwa dengan dilaksanakannya pemataan ketembagaam di lingkungan
Pemerniniah kabupaten Sitnbonda berdasarkan Pershocan Pemerintah
Nomor 4t Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
nwngakibatkan pervbaban  kewensngan  pada Perangkat  Daerabh
Kabupalen Silubonde, lermasuk kewenangan atas pemberian ijin usaha
kanstruksi :

bahwa scsuai Perataran Bupati Silubondo Nomwr 15 Tzhun 2009
tentanye Pelimpahan Sebagian Kewenangan Didang Perijinan Kepada
¥epala Kanwr Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupatlen Silubondo,
Bupati Sttubonido melimpahkan kewenanpan pemberian ijin usaha jasa
konsiruksa (FUFK) kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perjinan
Terpush: Kabupaten Situbondo ;

bahwa guna maksud schagaunana tersebul hurud’ a dan b konsideran
inl. dipundang, pedu mengatur Pedoman Pelaksamaan Pemberian Litn
Usaha Jasa Kompstruksi (IUJK) Kabupaten Situbonde vang
pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraluran Bupats.

. Undiang-Undang Womor 12 Tahun 1930 tentang Pembentukan Dacrah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkunpan Propinsi Jawa Timur {E.embaran
Negara Republik  [ndonesia Tuhun 1950 Nomor 19, Tambahan
I.ernbann Negara Republik Indonesin Nomor 9) ;

Undang-Undane Nomror 18 Tabug 999 tenlamy Jasa Konsruksi
{Lombaran Negara Republik Indomesia Tabem 1999 Nemor 54,
Tambuban Lembiran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
Unding—Tndang Nomor 32 Tahun 20804 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Mepara Republid Indoscsra Talum 2004 Nemor 115,
Fambohan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
sebagalmana telah divbah dongan Unding-tndang Nosnor 12 Tahon
2008 temtanpg Perubahan Kedua Atas Undang-[hmdanpg Nomor 32
Tahum 2004 tentang Pemerintahan Dagrab (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tabun 2¢08 Momor 59, Tambabhan Lembaran
MNegara Republik [ndomesia Nomor 4844) ;



Memperbatikan :

Menetapkan

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahan 1972 tentang Perubahan Nama

dan Pemindaban Tempat Kodudukan Ponessiabaz Dactah
Kabupalen PPanarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1972 Nomor IR)

. Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 2({( tentang Usaha dan Peran

Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaraa Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3933) ;

. Peralum Pemerindah Mowyor 29 Tahon 2000 tentang Penvelenggaraan

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 2000
Neomor ¢4, Tambahan Lembaran Negarma Republik Indonesia Nomer
3956} ;

, Peraluran Pemerintah Nomeor 30 Talhum 2000 tentang Peoyelengparaan

Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembanm Negasa Republik 1Indonesia
Talam 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara FRepublik
Indomesia Nomor 3937)

. Peraturan Pemerintah Nomor 383 Tahun 2007 tentang Pembagian

Uruzan Pemerintshan Antara Pemenntah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerinlahan Daerah Kabupaten/Kota (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor B2, Tambahin
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4737) ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Situborndo Nomor (22 Tahun 208 tentang

Urusan Pemerintah  Kebupaten Situbonde [Lembaran  Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).

. Peraturan lembaga Pembinaan Jasa Koostruksi Nomor : 11a Tabun

2008 tentang Registrasi [Fsaha JTasa Pelak sna Konstruks: ;

. Peraturan Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Nomer : 12a Tahun

2008 tentang Repstwasi Usaha Jasa Perencans Konstruksi dan Jasa
Pengawas Konstruks ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAMN BUPATI TENTAMNG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN IJIN USAHA [JFASA KONSTRUKS] {IUJK} DM

KABUPATEN SITUBONDO.
BARBI
KETENTUAN UMUM
Paqal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksed dengan ;

1.
i

Bupati adalah Bupat Situbondo.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan
Perijinan Terpade Kabupaten Sitabondo,

Kepala Kantor Pelayanan Penjmem Terpadu adalah Kepula Kamtor
Pelayanan Penjinan Terpadu Kabupaten Situbondo.



(1)

(2)

(3)

Badan adaleh sekumpulan orang danfatan moedal yang meropakan
kesatuan, baik yanp melakukan usaha maupun yang (dak metakukan
usaha yang meliputi perseroun terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negaa (BUMN), badan usaha
milik dnereh (BUMI}} dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
konpsi, koperasi, dana pensivn, perseckuhem, perkumpulan, yayasan,
organisasi massd, organisasi sosial politik, atau orgenisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak invesiasi kolektif
dan bentuk wsaha tetap.

liin Usaha Jasa Konstrmksi adalah ijin usahs yapp diberikan kepada
peraszhasn yang memberikan Iaysnen jess kemstrksi.

Pemeganp Ijin adalah pemegang ijin uszha jasa konstruksi di
Kabupaten Situbondo.

Asosiasi adalah asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang menspakan
saru atan lebth wadah organisasi perusahaan baik yang herbadan
hubam maupun vang bukan badan hukom yang bergersk di hidung
usaha jasa konstraksi.

Pembekuan [jin adadab sankel yang diberikan Lepada petusabuan yang
melanggar kewajibaamya, dalam bemwk  tdak  diperkenomkon
melaksanakan pekerqaan jasa konstruksi yang menjadi  bidang
usahanya selama janglca waktu tertentu.

BAB Il
KEWENANGAM
Pasal 2
Memmjuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai Perangkat

Deerah yvang memiliki kewenangan untuk memberikan ijin usaha jasa
konsiruksi di Kabupaten Sitobonda.

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadv memiliki kewcenangan
menandaiangani Surat ljin Usaha Jasa Konstrukss (SIUJK) atas naoa
Rupati.

Format sural iin jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terscbut dalam Lampien dan mempakan bagian vang tidak
terpisahkan dengan Pesaturan Bupati ini.

BAR II1
TATA CARA PENGAJUAN LJIN

FPrsnl 3

Setiap oranp pribadi atau Badan yang menyelengparakan Usaha Jasa
Kuonstruksi diwajibkan memiliki ifin {saha fasa Konstruksi.

(1)

(2)

Pasal 4
Guna memperolch ijin usaha jasa konstruksi, omang pribadi atau besdlin
harus mengajukan permobonan tertubis kepada Bupati melalui Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu.
Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksod pada ayat (1)
dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Jjin (SPI) yang lelah
disedigkan dengan melampickan :



a. Data Adounistrasi, melipati ;
1. Folocopy Akle Pendirian;
2. Fotocopy Akte Perubahan

3. Yotocopy Bukt Pendaftaran di Pengadilan Negen (umtuk CV
dan Konsultan);

4. Fotecopy Pengesahan Menteri Kehakimen (untuk TMT);
5. Fotocopy Surat Tjin Tempat Usabm;
6. Vorocopy Nomor Pokok Waih Pajak (NPWP),
b, Drata Personalia Pengurus Perusabaan, melipt :
1. Daftar Pengurss;
2. Folocopy ljasah yang disahkan/legaldisir;
3. Fotocopy Karty Tanda Penduduk {K'TP);
4. P'as Photo Direkhur 456 sebanyak 2 lembar (herwarna).
c. Drata Personalia Tenaga Teknik Persahaan, meliput :
Serat Pengesalan Nourer Kode Tenaga Toknik;
Surat emyataan Scbagai Teaaga Teknik Tugas Penuh
Fotocopy ljasah yang dizahkan/legalisir,
Fotocopy Kartu Tarda Penduduk (KTP);
Pas Photo 2 x 3 sebanvak 2 lembar (hitarn partik);
EPrallar Pengalaman Kerja;
Fotocopy Tanda Bukit Keenggotaan Asasiasi (KTA)
Fotocopy Surat Keterampilan Fenaga Telonik {(SKTY,
. Fotocopy Surat Ketrampilan Tenaga Ahli (SKA).
d. Data.]?'e:rsmmha Tenaga Non Teknik Persahaan, meliput :
1. Daftar Teaaga Kerja Non Teknik;
2. Fotocopy [jasah yang disabkan/legalisit;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
&. Data Peralatan/Perlenpkapan Perusahaan, melipauti -
!. D=z luse Rusngen ;
2. Perlengkapan Kantor
3. Peralatan Perusahaan.
f Data Kevangen, meliput :
1. NMNemca Perusahaan Tahon Ferakhir
g Data Pengalamen Kerjs Perusnhaae, yalni
1. Khusus Bagi Perusahasn Yang Mengajukan Perubahan ;
2. Fowcopy SIUTK Pusat Bags Porusahaan Cabang.

(3} Berkas sehapaimana dimaksid pada ayar (2) masing-masing dibuat
rangkap tipa, dijilid, dan diberi sampl (cover).

Pasal 5

(1) Dalam hal kelengkapen st¢bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah
terpenuhi, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu metakukan peneliiian
terhadap kelengkapan persyaratan dan tempat usaha scbelum
dikeluarkarmya [in Usaha Jasa Koastruksi.

{2} Perclitian schagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan aleh Tim
Teknis yany keangpotannya ditetapkan lebib lanjut dengan Keputusan
Bupati.

DN O R W e



(3)

)

(h

(2)

(I

(2)

3)

(4)

(5)

Hasil Penefitian sebagaimann dimaksud pada avat (1} dituangken
dalam Berita Acara.

Berdasarkan Derita Acara  sehagaimema ditnaksod pada aym (3).
Kepala Kantor Pelayanen Perjinan Terpadu menendamnpsni dan
menerbitkan [jin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 6

Pengajuan Surat Permohonan 1jin (SPI) sehubungan dengan perubahan
data perusahaan, disampaikan dalam jangka wakiu selambat-
lambatnya 14 (empat belps) hari sgjuk terjadinyn perubahan.

Pengajuan Surat Permnohonan [fin (SP sehubungan dengan perubahan
hidang danfatau sub bidang pekerjasn pada satn perusahaan, peling
banyak dilakukan 1 {satu} kali pecrmohonan perabahan dalam § (satu)
taim yang dilaksanakan paita semestor H (bulan Juli sampai dengan
bulan Desember} setiap tabunnya

Pasal 7

Penanggung jawab teknik DBadan [Jsaha harus memiliki sertifikat
keterampilan  dan/asian  keahlian zesnai  dengan klasifikasi  dan
kualifikasi tenapa kerja konstrukst.

Tenaga tchnik wigas penuh pads Dadan Usshe Jasa Perencamasn dan
Jasa Perusshaan minimal berijasah Sarjana Teknik Stata 1 {S1)
dengan keahlian sesuvai bidang dan sub bidang pckeriaan yang
dimohon, sedangkan pada Badan Usaha Jasa Pelaksanaan minimal
Iulusin Sekoluh Loanjutan Tingkal Atas jurnsan teknik (SLTA teknik}
dengan kcahlian sesusi bydang dan sub hidang yvang dimohon aleh
badan usaha yang bersangkmtan.

Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli tugas penuh pada suatu badan
usaha dilarang merangkap sehagai teraga tetap pada usaha perorangan
dan badan usaha lain vang diterbitkan olch Asosiasi.

Penmmohonan bidang dan suh hidang pekerjaan pada ijin usuba jasa
konstruksi schanyak-banyaknya sama dengan bidang dan sub bidang
para sertitikasi yang diterbilkan oleh Asosiasi.

Luas kantor yang digunakan untuk usaba jasa konstruksi scdikitnya
sefuas 30m2 (tiga puluh meter persepi) dan semata-mata berfungsi
unkuk kantor.

Pusul 8

Dalam hal orang pribadi/badan telah mendapat ijin usaha jasa konsbruksi
schagaimana vyang dimobonkan, pemegang ijin  wajib melaporkan
kegiatannya satiap tahun kepada Bupad melalui Kepala Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu, paling lambat bulan Februar tahun berikutnya.

(1)

2)

Pazal 9
Jjin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) talmm, dan dapat
diperpanjang kembali.
Pemepang ijin usaha jasa konstruksi waiib melapotkan usahanya
setiap tahwun sebagaimana dimaksud davam Pasal 8.



(1}

(2)

(1}

(2)

(3)

)

(L)

BARTY
PERPANJANGAN
Pasal 10

Perpanjangan ljin Usaha dJisampaikan dalam hal [jin Usaha Jasa
Konsiruksi elah habis masa beriakunva den Pemegang fjin hanyn
memperpanjuny, [jin Usaha Jasa Konstroksi yang dipunyai, dengan
tidak merubah bidang atau sub bidang pekerjaan pada perusahaanya.
Perpanjungan  ljin Usaha dilakukan dengan pengajuan  Sucat
Permpobonan Tjin {SPI) perpanjangan, selambat-lsmbatmya 4 (empat)
mingpu sebelum habis masa berlakimya.

BABY
PEMNDAFTARAN ULANG
Pasal 11
Pendafiarsn vlang Kin sahe disampaikan dalam hal Pemepang Ejin
mcnubah bidang atau sub bidang pekerjaan pada penisahaannya, baik

selelah alay sebelum masa berlakunya [in Usaha Jasa Konstruksi
berakhir.

Bagi pemegang ijin yang swlah mendaftar ulang diberikan surai
keterungan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Stobondo.

Mekanisme pendaftaran  ulang szama dengan  pengajuan  ijin
sebagpimany  dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dengan
ditarmbahkan kelengkapan berkas berupa Sural Perwalaman Pekerjaan
dan laporan tabunan kegintan perusahaan selama 1 (satw)  tabun
sebelumnya.

Pengajuan permohonan daftar vlang dilaksanakan selambast-lambanya
samipai dengan akhir bulan Maret untuk setiap tahumnya.

BAR ¥I
SAMNKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Pemecgang ijin depat dikenai senksi administrasi berupa peringatan

lertualiz, dalam had :

i Pemegung 17in tidak memasang papan nama perusahaar,

b. Pemepanp ijin thlak melaporkan perabahen dats penssadresm
kepada Buopati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu;

c. Pemepang ijin tidek melaporkan pekerjman di luar Propinsi
kepada Bupati melslui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu:,

d. Pemegang ijin tidak menyampaikan laporm usahanya dalam
waktu 3 (tiga) bulan setelah batas wakw penyampeian
sehayamana dimaksoed dalam Pasal 8;

e. Pemegang ifin tidak memenvhi kewajiban perpajakan sesual
kstontwen perundang-undangan vang beilalos:



(2

(3)

Pemegang ijin fidak melakukan Kegiatan usabanya sefama Z
(dua} tshun berfurui-tunet tampa melaporkanoyn kepada Bupali
melalui Kepala Kantor Pelayonan Pernjinan Terpadu;
Penanggungjawah perusahaam  termyals mevangkap metjadi
pengurus tetap sk tidak tetap pada perusahaan lain,

Tenaga tcknik tupas penuh merangkap pada perusahaan lain;
Tenaga tekmik tugas penubh memangkap 2 (dua) kegiatan usaha
dan/atan hadang pekerjasn yang lain pada perusahaan yang, aama,
Penanggungjawab perusahasn dan/stau tenaga teknik tugas
penuh tidak berteropat tinggal di wilayah donmisili perusahaan,

Pemegang ijin dikepai sanksi berupa pembeluwan ijin usaha, dalem

hat :
a.

pemegang  ijin yang melakulom  penyimpangam/pelanggaran
sebapamana yang dimaksud pada ayat (1) huruf & sampai dengan
buruf j. telah mendapatkan peringatan scbanyak J} {tiga) kali
berturut-turul dalam jangka wakle 1 (salu) bulan ;

Pemepang Liin sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum
karena didakwa melakukan tindak pidana di bidamg jasa
konstruksi atau perbustan kain yang berkaitan denpgan usahanya.

Pemecgang ijin dikenai sanksi berupa pencabutam ifin usaha, dafam

hal :
a.

Dalam jangka waktu 1 {satx) bulan pertama pembekuan ijin,
pemegang ijin yang Jikenal pembekuman ijin  scbegaimana
dimaksud pada ayat (2) lwmaf 8 tdak menumjukkan vpaya
perbaikan;

pemegang ijin vang dikena pembekuan dpin sebapaimana
disnaksud angka 2 huruf b dinyatakan bersalah sesuai Putusan
pengadilan yang berkekuatan bukum tetap;

pemegang ijin memandahkan uwsalemya kepada oting lan aiga
persetujuan Bupad atan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan .
Terpadu;

pemegang 1jin dinyatakan pailit dan belum direhabilitast,
pemegang i Lernyala Hdak memenuhi persyaratan minimal
yang ditetapicin vituk kegiatan vsaha dap arau bidang pekerjaan
yang bersangkutan;

pemegang  ijin  lerthukli meminjamkan nemanya  kepada
peruszhaan 1ain vk mendapatkan pekerjaan ;

pecmeganp ifin terbukti menyershkan pelaksanaan pekerjsan
kepada pihak lain tanpa Porsctwjuan Pomberi Kerja,

perusahaan  telah  ferbukii  secara sengaja atau membust
kckeliruan dalama pelaksanasn pekedaan yang mengakibatkan
obyek pekerjaan mengandung cacat ataw mengalami proses
kerusakam yany sanpal cepat;

pemegang Hin yang terkena sanksi pembekuan fjin terburkr
masih mencari pekerjasn lain,



Pasaf I3

Peringatan  Tertulis, Pembekuan Ijin, dan Pencatnman ljin Usaha
schagaimana dimaksud dalam Fasal 12 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan
Perijinan Terpafu atas nama Bupali, melali Keputusan Kcepala Kantor
Pclayanan Perijinen Terpadu.
BAR VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Scgala bisyn berkenmman dengen pelaksanasn permbedan ljin Usaha Jasa
Konstrukst dibobamkan pmis Anggaran Pendepatan dan Belanjs Daerah
{APBLY) Kabupaten Situbondo.
BAR VIR
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maks Keputosan Bupati Situbondoe
Momor 19 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak bertaku,

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetabuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannyan dalam  Berita Dacrah

Kabupaien Situborxdo.
Ditetapkan di Sitchondo
Padaamgasl ([ 1 - o
WAKIL BUE BONDQ,
SURGSO, M.Pd
Diundangkan di Situbondo s memams
padatanpgal § ¢ -+ 0 b '.".Tl Y it
Pit. SEKRETARIS DAERAR l«l'fgj__;.[, :
KABUPATEN SITUBONDO, T ; -
M.tk
. ba-upm

Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM

Pembina Utama Muda
NIF. 19570104 198303 1010

_— H-,'lﬂén i
PLE Ceida %

BERITA DAERAH KABUFATEN SITUBONDO TAHLU'N 2018 NOMOR @'



} LAMPIRAN : Peraturan Bu;}an slmbondo

Tanggal :
Notnor _: f?Q Tahun :znu:r

FORMAT SURAT 1LHAN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPKTEH SITURBONDO

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO JUMLAH TENAGA TEKNIK 45&1}5.&11 AAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
2 ; ; TALAT
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU GRSTALATIR) :
S ITUBONDO STATUS _ NO | BIDANG REAHLIAN TINGKAT PENDIDIKAN
TUGAS | STM | SM/D3 | S |82 | S3
Li i1 Teknik Arshekiur
Nomor : 602/ /431405372010 : 2| Teknik Sl
Berdasarkan Peraturan Dwerah Kabopaten Simbondo Nortof ...... Tahun 2010 U A Tekn!k LWW
temtang  Retribusi fin Usaha Jasa Konotruksi, dengan ini memberi lzin Usaha Jasa H 4 Teknik Mesin
Konstrubsi, kepada : ' 8 Teknik Listrik
N Porusaiaan _ TIDAK | Teknik Amitekur
i - UGAS T
Alamat Kantor Parysphean ' P -2 Teknik Sipil
Jalan, Nomer : I ™3 Teknik L rzglnmgnn
Dese / Kelurghan : Kecamatan: N TR S
RT/RW : I i 4 s M!ﬁﬂ’l s
Kabupaten H 5§ Teknik Liyrik
Prapinsi : = =+ o
Rade b ’ LAPORAN PER TAHUN
Memor Telepon : :
Mamor Fax :
™ama Penangpung lawab TAHUNKEDUA
.I:I:ru:nhlan ' LAPORAN TAHUN .......
AmM : :
M.P.W P. Perusghaan : LAPORAN TAHUN ....;oue
: KPP'T KAB. SITUBONDO
Surat [Jin Lsaha Jasy Konsereksi (SILVK) ini berlaku unfuiz melakuken Kegiatan Wsahd ; ¥.asi Perlfinen Terlenmy,
Jasa Palnksanean Konsiruksi di seluruh wilayah Republik indopgsin : T, |
Diketusrlan di _ LE? |
Pade Tangpsl : : ; IR R o Bon
KEPALA KFPT KAB. SITUBONDO | ! b Nrﬂ}fﬂ
Ttd. i U9 . —
Wi B :
NAMA LENGRAP 28 S '
Pﬁﬁ':“ | e T —
' _ _povien | o

. Celida

i 1 : i



